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Sefya Rehaga Menggagas Kebijakan Pendidikar Budi Pakerti Bagi Siswa di Sekaiah

MENGGAGAS KEBIJAKAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI
BAGI SISWA DI SEKOLAH

Setya Raharja”)

Abstract

Splendour behavior forming fo-the students require fo get senous attention (o prepsrs
national generation substitulion whom taft, altentivaly o, and durabis, for coming
period. Ethic Kindness education not solely as instructional achivity through subjects
al schoof, bul needs mors comelex provess. Time affer iime, government had been
coped to infenisify the ethic kindness education fo be able to give strong provision
in circumstances of life. A sample of ethic kindness education policy in school
(fermal nstitution) is efchic kindness contain which integraled in relevant subjects.
The ethic kindness aspects showld have eaual porfion in graduating fxalion, Therefore,
we need synergic colfaboration among school, parents, and society to execuls the
aiftic kindness education

Kay words! education, ethic kindness educalion, educational policy

A. Pendshuluan

Mempersiapkan pribadi bermoral yang maniap pada generasi pengganti (bukan penerus-
penulfis) untuk masa yang akan datang, sangatlah susah dan periu kerja keras serta kepedulian
yang nyata dari berbagai pihak, Gejala inisecara nyata dapat dilihat pada saatini, misalnya. guru di
sekalah dan orang lua dalam keluarga, telah bersusah payah berupaya mengajak anak-anak mereka
untuk berbuat arif, santun, peduli orang lain, dan beragama. Beberapa perilaku yang telah tertoreh
dalam hati anak itu, kadang-kadang mudah sekali hilang manakala anak itu masuk dalam pergaulan
di mesyarakat atau lingkungan yang lepas kontrol dari crang tua dan sekolah, Kondisi dan pola
perilaku masyarakat pada saal ini masih sulit diduga, karena adanya gejolak hati untuk mencari jati

diri, yang kadang-kadang emosional dan cenderung negatif.

Upaya kreatif preduktif baik oleh crang tua, guru, masyarakat atau pemerintah perlu segera

ditemukan dan direalisir dengan harapan dapat membantu anak didik menemukan jati dirinya sebagai
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warganegara yang bermoral, berpotensi dan memiliki tanggung jawab dan andil yang besar dalam
pembangunan dan pengembangan bangsa. Sebenarnya upaya-upaya itu telah lama dilakukan,
namun dalam pelaksanaannya terjad distorsi materi sebagai akibat intervensi berebihan dari
pemerintah Orde Baru untuk mempertahankan kexuasaannrya lewat pendidikan di sekolah. Hal ini
berdampak justru tidak membeniuk anax didik yang bermaral. Begitu rezim COrde Baru tumbang,
tekanan-tekanar yang ditahan oleh anak-anak selama itu, akhirnya meledak, yang berbuntut pada
tindakan yang dapat dikatakan "amoral”. Kondis! ini, oleh Nursista (2000. 6) dikstakan merupakan
salah satu indikasi kegagalan sistem pendigikan Indonesia dalam mencatak manusia seutuhnya.

Untuk mengikis perllaku "amoral’ dan kemudian mengentalkan perilaku “bermoral’ pada anak
didik, saat ini pemerintah mencoba dengan memparkuat posisi pendidikan moral bagi anak didik di
sexolah, yang tentu saja ini akan berimbas dalam keluarga dan masyarakat. Posisi yang pada saat
ini dirasa kuat, pendidikan moral budi pekerti, maupun akhlak mulia ditempatkan pada porsi yang
kedudukannya sejajar dengan mata paiajaran atau kelompok mata pelajaran yang lain, Di dalam
PP 19/2005 tentang SNP ditegaskan bahwa samuanya memiliki tingkat kepentingan yang sama

untuk menjadi penentu kelulusan siswa (tamat belajar)

B, Perkembangan Kebijakan Pemerintah

Untuk mengantsipasi keprihatinan bangsa terhadap moral atau bud! pekerti para remaja sekolah
pada khususnyan dan anak didik pada umumrya, Direktorat Jenderal Pandidikan Dasar dan
Menengat telah mengeluarkan SK No.B84/C/KEPIFPI2000, perubahan dari SK No, 37/C/KEPIFP/
2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Belajar Tahap Akhir. Pada pasal 1 ayat 3 dari SK
yana terbaru itu, memuat ketentuan bahwa penetapan kelulusan siswa atau tamat belajar dilakukan
oleh sekolah penyelenggara melalul rapat dewan guiu dengan mempertimbangkan nilai rapor, EETA/
Ebtanas, dan budi pekerti siswa yang persangkuran, {Inspirasi, 2000: 6}, Lebih lanjut dikemukakan
oleh Nursisto (2000 8), bahwa ketentuan tersebut setelah menjadi Petunjuk Teknis dituangkan
dalam Bab V| pasal 6 poin e, dengan tegas dijelaskan bahwa siswa dinyatakan tamat belajar dengan
mempertimbangkan (1) nilai raper, (2) EETA, (3) Ebtanas, serta (4) sikap, perilaku, budi pekarti
siswa.

Keputusan ini dilaksanakan mulai tahun ajaran 1999/2000. tapatnya pada saal menentukan
tamat belajar siswa tahun 2000, keputusan ini sudah diterapkan. Hal ini tentu saja berdampak pada
perubanan sistam penyelenggaraan EBTA/Ebtanas di sekolah, sehingga tugas dan tanggungjawah
guru dan sekolah semakin kompleks dan harus sangat berhati-hati, Kebijakan ini patut disambut
dengan gembira dan bertindak konsekuen turut mendukung-kalau memungkinkan berparisipasi-
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dalam rangka mewujudkan generasi pengganti yang syarat dengan moral pribai baik dan luhur

cakap, terampil, berwawasan global, kreatif, tanggap, tangguh, dan tanggon.

Dalamn perkembangannya pada saatini, sejak tahun 2005 Pemarintah juga telah memantapkan
kembali posisi pendidikan akhlak mulia melalui Peraturan Pemerntah Nomeor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan. Di dalam PP tersebut dijelaskan bahwa terdapat delapan stancar
nasional, satu dl antaranya adalah standar isi. Didalam standar isi tersebut diatur tentang kurikulum
dan muatan mata pelajaran pada masing-masing jenjang pendidikan Pada pasal 6, diatur mengenai
muatan kurkulum untuk pendidikan umum dan khusus jenjang pendidikan dasar dan menengah
yang meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu:

1. kelompok mata pelgjaran agama dan akhlak mulia;

2. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian:

3. kelompok mata pelajaran imu pengetahuan dan teknologi:

4, kelompok mata pelajaran estetika;
5

kelompok mata pelajaran jasmani, olan raga, dan kesehatan.

Dari kelima kelompok mata pelajaran tersebut, jelaslah bahwa pendidikan budi pekerti
mendapatkan tempat yang sefajar dengan kelompok mata pelajaran lainnya. Bahkan, pendidikan
budi pekerti secara implisit dapat tergarap lewat tiga kepompok mata pelajaran, yaitu kelompok
agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, serta estetika. Dengan demikian,
secara teoritik pendidikan budi pekerti di sekolah akan semakin mantap dan mendapatkan perhatian

yang serius.

C. Pelaksanaan Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah

Untuk mengakomodasi kebijakan pemerintah tersebut, perlu kiranya sekolah segera membenahi
dan mengemas pengalaman belajar untuk anak didik sehingga dapat bermakna penuh dalam
menanamkan dan membentuk budi pekerti yang luhur. Yang masih menjadi perbincangan serius
adalah materi budi pekerti itu berdiri sebagai mata pelajaran tersendiri atau integrited dalam
matapelajaran yang sudah ada.

Menurul pandangan penulis. sebaiknya materi budi pekerti jangan sampai menjadi matapelajaran
tersendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjebaknya sekolan dan guru ke dalam
pengembangan domain kagnitif saja, sebagaimana matapelajaran PPKn, Pendidikan Agama, dan
Kewarganegaraan yang masih berlangsung sampai saat ini. Sebenarnya ketiga matapelajaran

tersebul bermuatan pendidikan budi pekerti bagi anak didik, namun karena crientasinya pada
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penguasaan materi formal saja. maka apa yang dipelajr, ditangkap, dan dicerna siswa berhenti
sampai pada batas-batas kognitlf, belum menyentuh aspek afektif yang dalam, Budi pekerti itu
metupakan domain afektif (Diemari Mardapi, 2000; 8}, yang memlliki karakteristik jauh berbeda
dengan domain kognitif tersebut. Budi pekerti akan terbentuk, membekas, atau "terpatrl” dihati dan
perilaku anak didik hanya jika dapat diterapkan dalamn praktek keseharian, baix di rumah maupun di
masyarakat (Inspirasi, 2000: 6),

Tiniauan historis, menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1345-1962, dalam kurikulum SMP
terdapat sembilan kelompok matspelajaran, yang salah satunya adalah Budi Pekerti (Engkoswara
dan R. lbratim, 1995; 46). Hal ini memberi gambaran tahwa pada saat itu Budi Pekerti merupakan
mata pelajaran tersendiri, berdampingan dengan Agama dan matapelajaran lain. Kendisl tersebut
beriangsung sampai tahun 1968, Tahun 1968 lahir kurikulum yang disesuaikan dengan tuntutan
Cirde Baru, Pendidikan budi pekerdi tidak berdir sendirl namun dibebankan pada Pendidikan Moral
Pancasila dan |PS, yang mencakup mental, splritual, dan etika.

Bagaimana untuk pendidikan budi pekerti pada saat sekarang ini? Angin segar yang dihembuskan
dari Dirjen Dikdas seharusnya kita dukung sepenuhnya, mengingat kondisi moral para remaja dan
anak-anak saat ini sangat memprihatinkan, Ini iantangan berat bagi quru d) sekolah. Dalam
polaksanaannya di sekolah guru harus sangat berhati-hati dan cermat dalam mengkategorikan
bud| pekeri anak dan menetapkannya derajat budi pakerti itu yang nantinya akan menjadi salah
satu syarat penentu bagi peserta didik menamatkan belajarmya pada jenjang yang bersangkulan.

Lebih lanjut, di dalam PP No. 19/2005 juga teiah dijelaskan bahwa pendidikan budi pekerti
dapat melekal atau termasuk di dalam semua kelompok mata pelajaran dengan sebutan yang
berbeda-beda. Sebutan atau aspek penekanan yang mungkin dapat bermuatan pendidikan budi
pekerti tersebut adalah berkenaan dengan kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan/kejujuran
Di samping itu, pendidikan budi pekerti dapat melekat pada muatan lokal yang relevan dengan
daerah atau sekolah masing-masing.

Perlu direfleksi adanya sinyalemen yang menyataan bahwa guru S0 pada saat ini secara
umum digambarkan sebagai seorang yang tugasnya menyajikan pelejaran, dalam bentuk
menerangkan, mendikiekan pelajaran, dan manugaskan peserta didik untuk mengerjakan tugas,
yang selanjutnya akan dinilai hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan ukuran yang ditetapkan guru
(Soedjarto, 1983: 84), Kondisi semacam ini tidak terlepas dari pendekatan tradisional, yang
menyatakan banwa pengetahuan menjadi kekuatan utama (knowledge as a power} yang bersifat
fragmentaris, belum/kurang menggunakan pendekatan perspeklif terpadu yang mengutamakan

pendidikan sebagai suatu kekuatan (educational as a power), manusia merupakan kekuatan utama
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secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Engkeswara dan R, Ibrahim, 1995: 8). Guru
yang bekerja secara profesional akan berpayung pada pendekatan educational as a power, Setidak-
tidaknya, pekarjaan mereka merupakan pekerjaan profesional yang menuntut pekerjaan Manyusun
rencana belajar mengajar, mengorganisasikan, menata, mengendalixan, membimbing, dan
membina terlaksananya proses belajar dan hasil belajar, dan mendiagnosis faktor-faktor yang
mempengaruhi tingkat keberhasilan proses belajar bagi dapal disempurnakannya proses belajar
mengajar selanjutnya (Soedijarto, 1993: 84).

Pendidikan budi pekerti perlu mempertimbangkan hal-hal yang demikian dengan melihat dan
memproysksikan ke depan pada era dunia global. Metede dan stratagi belajar mengajar budi pakerti
harus dapat menciptakan seiting belajar yang dapat mengintegrasikan antara domain-domain
kognitif, afektif, dan psixomotor, dengan penekanan utama pada aspek afektif. Di samping itu harus
dapat memadukan antara materi yang dipelajari di sekolah dengan keterterapan di keiuarga dan
masyarakat, Untuk tu, Djemari Mardapi (2000: 6). menegaskan bahwa strategi mengajar budi
pekerti tidak sama dengan mengajar mata pelajaran yang selama ini dilaksarakan, karena materi
ajar budi pekerti berupa apa yang baik di masyarakal harus bsa diamati pelaksanaannya di
masyarakal.

Ketercapaian tujuan pembelajaran budi pekerti tidak dapat diukur hanya dengan tes,
sebagaimana pada mata pejalaran lain yang selama ini dilakukan. Tantangan berat lagi bagi guru.
Untuk mengetahui dan menetapkan baik tidaknya budi pekerti anak didik, guru terlebib dulu haru
menetapkan komponen-komponen apa yang akan dimasukkan dalam kategori budi pekerti dan
bagaimana cara mengukur atau menilainya. Mungkin hal tersebut juga merupakan tantangan bagi
para pakar bidang pengukuran dalam hal merumuskan standar minimum budi pekerti yang harus

dimiliki oleh siswa (Djemari Mardap/, 2000: 6).

Untuk menetapkan komponan-komponen yang masuk dalam budi pekerti, Rest dan Narvaes,
1994 (dalam Djemari Mardapi, 2000; 6), mengemukakan bahwa ada empat komponen proses
yang menentukan pembentukan moral, yaitu kepakaan moral, justifikasi moral, motivasi moral,
dan karakter moral. Secara praktis, dalam pelaksanaan di sekolah saat ini. Nusisto (2000 8),
menjelaskan hahwa sekolah dapat menggariskan ke dalam tiga unsur pokok budi pekerti, yaitu
kerajinan, kelakuan, dan kerapian. Lebih lanjut dikemukakan bahwa darn ketiga komponen iw
dimungkinkan nilal B (baik), C (cukup), dan K (kurang). Unluk mencermati lebih jauh bagaimana
dapat memperoleh daila dan informasi yang akurat tentang budi pekerti anak, hendaknya peniiai
sudah punya pegangan sampai tataran yang mana budi pekerti itu diinternalisasikan pada anak
didik, Apabila menggunakan pendekatan domain afeklif, maka tataran-tataran yang ada, dari

terdangkal sampai terdalam lerfanam di hati dan perilaku anak didik, akan mencakup: receiving
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atau aftending, responding, valuing, arganization, dan charactenzation by a value or value com-
plex (Sax, Gilbert, 1980: 71).

CHeh karena budi pekerti merupakan perilaku yang bukan semata-mata sebagai hasil dar mata
pelaaran tertentu, maka timbul pertanyaan: "Siapakah yang berhak menilainya? Kapan penilaian
iU dilakukan?” Setidaknya wali kelas atau guru kelas serta guru konseling akan punya tugas
tambahan uniuk oelaksanaan evaluasi budi peksrti siswa. Guru-gury tersebut dianggap cukup
tahu soal bud| pekerti siswa dan peniiaian baik buruknya budi pekerti siswa tentu tidax hanya diukur
saatitu (kelas |l saja), melainkan selama proses dia menuntut iimu di sekolah (Kedaulatan Rakyat,
2000: 4). Di samping quru kelas atau wall kelas dan guru bimbingan konseling, perlu melibatkan
pula guru matapelajaran, kepala sekolah, bahkan dapat juga melibatkan penjaga sepada dan kantin
sekolah (Nursisto, 2000: 6],

Menurut pandangan penulis, yang menilai budl pekerti anak didik adalah arang yang benar-
benar tahu tentang perilaku anak didik tersebut dalam kesehariannya, baik di sekolgh, di rumah,
maupun di masyarakat, selama proses pendidikan di suatu sekolah, Olen karena itu, selain penilal
yang disebutkan di atas, kiranya perlu adanya informasi tentang budi pekerti anak yang bersumber
dari keluarga (orang tua) dan masyarakat di mana anak didik tinggal dan bergaul. Hal ini sesuai
dengan pandangan Nursisto (2000: 6) bahwa ukuran budi pekerti harus dilihat di sekolah, didalam
rumah 1angga, dan di tengah masyarakat. Infarmasi dari sekolah dan keluarga dapat diperoleh
dengan mudah, namun informasi dari masyarakat perly kiattersandiri. diupayakan tidak membebani
nara sumber namun diperoiehnya informasi yang akurat. Dar ketiga sumber informasi itulah nantinya
sekolah dapat menilai budi pekerti anak didik secara komprehensif, mengurangi subjektivitas dan
merndekati objektif. Sebagai bukti tertulis, nilai budi pekert ini akan selalu dituangkan dalam buku
rapor, sehingga rapor yang selama imi berisi tentang kemampuan matapelajaran harus diupayakan

untuk dilengkapi secara rincl tentang budi pekerti siswa.

D. Dukungan Orang Tua dan Masyarakat

Untuk dapat membentuk budi pekerti yang luhur anak didik secara komprehensif dan kontinu,
diperiukan dukungan dari berbagai pihak yang terkait erat dengan kehidupan keseharian anak didik
tersebut. Pendidikan budi pekerti yang pertama dan utama dilakukan dalam keluarga. Sejak anak
itu sudah mulai bergaul dengan teman dan sekolah, maka budi pekerti anak akan terbentuk oleh
lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pendidikan budi pekerti tidak mutlak menjadi tanggung jawab Depdiknas, namun harus ada
kepedulian elemen-elemen lain lermasuk fngkungan dan orang tua di ruman (Kedaulatan Rakyat,
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2000: 4). Lebih lanjut ditekankan lagi bahwa keberhasilan budi pekerti harus didukung oleh
masyarakat agar apa yang diajarkan akan diamalkan dan menjadi karakter seseorang (Djemari
Mardapi, 2000: €).

Didalam keluarga, akan berlangung pendidikan etis-religius bagi anak (I.P. Simandjuntak, 1973
67). Didalam UU No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa pendidikan
keluarga merupakan bagian dari jalur pand dikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelusrga
dan yang memberikan keyakinan agama agama, nilai budaya, nilai moral dan keterampilan
(Depdikbud, 1995/1896: 8), Di dalam UU No, 20/2003 tentang Sitem Pendidikan Nasioral lebih
lanjut dijelaskan bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memlilih satuan pendidikan dan
memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Di samping itu, ora ng tua darj
anek usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Untuk di
masyarakat, I.P. Simandjuntak (1873: 78), mengemukakan bahwa anak akan memperoleh
pendizixan sosia-elis, terutama aaiam pergauian anak. Jadl jelasiah bafiwa budi pekerti fufiur dapat
terbentuk dan tetap terjaga dengan baik, apabila ada kerja sama yang intensif antara sekalah,

keluarga dan masyarakat,

E. Penutup

Dipesisikannya budi pekerti sebagai salah satu bagian dari kelompok mata pelajaran yang
sejajar dengan kelompok mata pelajaran lainnya dan memiliki kesamaan porsi sebagai penentu
tamat belajar anak didik, perlu disambut dengan gembira yang dibarengi dengan kerja keras para
pelaku pendidikan di sekolah, Tugas guru untuk dapat menghasikan tamatan yang benar-benar
berkualitas sebagaimana tuntutan masyarakat, tidaklah ringan, dan ini menjadi lantangan yang
semakin berat, memeriukan kerja profesional yang lebih proaktif-inovatif dan kreatif-produktit. Dalam
pendidikan budi pekerti, "keteladanan” guru sangat diperlukan,

Budi pekerti menjadi tolok ukur kualitas moral pribadi anak didik dimaksudkan untuk memperkuat
kualitas kemampuan/kecakapan lain yang dimiliki anak didik, demikian pula sebaliknya. Oleh karena
itu, penilaian budi pekerti hendaknya dapat dilakukan secara terus menerus dan herkelanjutan
tedahap seluruh kemponen budi pekerti selama anak itu belajar di sekolah tersebut, Pendekatan
longitudinal, kiranya dapat membantu guru.

Maksud pemerintah dan keria keras sekolah memposisikan budi pekerti sebagai unsur penentu
tamat belajar tidak hanya sampai batas kogniif, namun sampai dengan nilai dan karakter yang
luhur dapat "terpatri® pada anak didik. Untuk itu perlu kolaborasi yang matang antara sekolah,
keluarga, dan masyarakat, teruma dalam setting kehidupan keseharian anak didik.
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